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ABSTRACT

This study examines the application of the principle of good governance in public services in BBKSDA Riau. The
research is motivated by the slow administrative process, lack of transparency, and limited access to information,
which reflects the lack of optimal implementation of the principles of good governance. The goal is to analyze the
extent to which the principle is applied and identify its supporting and inhibiting factors. This study uses a
qualitative descriptive approach with the theory of UNDP (1997), focusing on five main indicators: transparency,
accountability, responsiveness, efficiency and effectiveness, and participation. Data is collected through
interviews, observations, and documentation of apparatus and service users. The results show that transparency
and accountability have not been optimally run due to the lack of briefing procedures and service media.
Responsiveness shows improvement through the provision of service media. Efficiency, effectiveness, and
participation are quite good, although there is still room for improvement. The main obstacles are limited human
resources and lack of technology utilization. However, the commitment of the apparatus and the community’s
need for better services are supporting factors. This study concludes the importance of reforming the service
system and increasing the capacity of the apparatus so that public services are more transparent, accountable, and
responsive according to the principles of good governance.

Keywords: The Application, good governance Principles, Public Services

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good governance dalam layanan publik di BBKSDA Riau.
Penelitian dilatarbelakangi oleh lambatnya proses administrasi, kurangnya transparansi, dan
terbatasnya akses informasi, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip good
governance. Tujuannya adalah menganalisis sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dan
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan teori UNDP (1997), berfokus pada lima indikator utama: transparansi,

akuntabilitas, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi. Data dikumpulkan melalui
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wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur dan pengguna layanan. Hasil
menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal karena kurangnya
pengarahan prosedur dan media layanan. Daya tanggap menunjukkan perbaikan melalui penyediaan
media pelayanan. Efisiensi, efektivitas, dan partisipasi tergolong cukup baik meski masih perlu
peningkatan. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM dan kurangnya pemanfaatan teknologi.
Namun, adanya komitmen aparatur dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik menjadi
faktor pendukung. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi sistem pelayanan dan
peningkatan kapasitas aparatur agar layanan publik lebih transparan, akuntabel, dan responsif sesuai
prinsip tata kelola yang baik.

Kata kunci: Penerapan, Prinsip-Prinsp good governance, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) merupakan unit pelaksana
teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas
melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar
alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

BBKSDA memiliki kewajiban serta tanggung jawab selain sebagai penyelenggara
pemerintahan dan pelaksana pembangunan yaitu melakukan pelayanan publik. Sedangkan
pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan
saat ini dengan lebih mengedepankan kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat
dengan pelayanan. Pelayanan publik merupakan kewajiban dan tugas pokok pemerintah
yang harus dilakukan dan diwujudkan.

Urgensi penguatan BBKSDA melalui revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk
merespons tantangan konservasi yang semakin kompleks, mulai dari krisis biodiversitas
hingga kejahatan lingkungan lintas negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978
tanggal 10 juni 1978 dibentuk 8 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam dan
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bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Kehutanan. Agar dapat dikelola dengan baik
maka BBKSDA dipecah menjadi beberapa bagian yang menyabar di seluruh Riau dan
disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pelayanan Publik memiliki tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai
berdasarkan dari kebijakan maupun peraturan yang bertujuan agar semua elemen
masyarakat dapat merasakan layanan serta manfaat dari pelayanan itu sendiri, baik dari
segi barang maupun jasa dari pelayanan administratif yang telah di selenggarakan oleh
layan publik. Dalam buku good governance dalam Pelayanan Publik, yang disunting oleh
Rosmauli (2022), terdapat pandangan yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-
prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, Salah
satu fokus utama buku ini adalah bagaimana prinsip-prinsip good governance, seperti
akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas, dapat terintegrasikan dalam
praktik pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada
masyarakat. Prinsip yang hadir di dalam good governance menjadi acuan untuk instansi dan
Lembaga pemerintah dalam melakukan pengembanngan terharap layanan publik yang di
terapkan didalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul ketertarikan
penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kapasitas kebijakan yang
dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsp Good
Governance Dalam pelayanan Publik Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

(BBKSDA) Riau”.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

IImu Administrasi Negara lahir sejak 1887, yang lahir dari seorang presiden
Amerika Serikat dengan nama Woodrow Wilson yang menjabat pada 1913-1921. Menurut
Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit menerapkan konstitusi
dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang

diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkam konstitusi
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dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu
administrasi tersebut.

Menurut Dwight Waldo dalam buku ajar Ilmu Administrasi Publik Kontemporer
(Thoha, 2008), yang mengusulkan konsep humanisasi administrasi publik. Bagi Waldo,
administrasi publik harus melibatkan aspek-aspek kehidupan nyata dan kebutuhan
individu. Waldo juga melihat administrasi publik bukan hanya sebagai proses teknis,
tetapi juga sebagai sebuah disiplin yang sangat terkait dengan kebijakan publik, etika, dan
demokrasi.

Konsep Organisasi

Mukhatar (2017) menekankan bahwa kepemimpinan transformatif, yang berfokus
pada perubahan positif dan pemberdayaan anggota organisasi, sangat penting untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kepemimpinan semacam ini mendorong
inovasi, motivasi, dan komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi.

Menurut Usman (2019) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk
mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah
menciptakan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan memiliki citra positif.
Konsep Manajemen

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengendalian (controlling) upaya
anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam pandangannya, manajemen
didefinisikan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kerja sama
dengan orang lain dalam sebuah organisasi (Rizal, 2024).

Menurut Terry, manajemen suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Zulkifli, 2014).

649
Haikal Ryan Anas' dan Raden Imam Al-Hafiz?

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025


http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 2 No. 2 Desember 2025

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau
pelayanan Pelayanan Publik.

Moenir mendefinisikan pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh
kelompok atau seorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hidayah, 2020).

Konsep Good Governance

MeMenurut Sadjijono good governance mengandung arti “Kegiatan suatu lembaga
pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku
untuk mewujudkan cita-cita negara”. Dapat disimpulkan bahwa good governance
mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan
kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana
kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai ingkatan pemerintahan
negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosialbudaya, politik, dan ekonomi.

Menurut Nurhidayat (2023) dalam jurnal E-Gov Education and Government mengenai
prinsip-prinsip good governance, UNDP mengusung good governance dalam frame
democratic governance (Tata Kelola pemerintah yang demokratis), Konsep untuk good
governance tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya
penyesuaian terhadap karakteristik dari masing-masing negara.

Metode
Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan analisa pengumpulan data, data
kemudian di reduksi dan selanjutnya data disajikan didalam kategori data. Penelitian
kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber informasi yang kemudian di
sesuaikan berdasarkan kategori untuk dijabarkan kedalam satu sintesa dan kemudian
peneliti menjelaskan berdasarkan subtansi materi jawaban yang diberikan kepada pihak

berkontribusi teknis pengelolaan rusunawa serta pengguna.
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Penelitian kualitatif ini (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang
menggunakan tahapan analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman,
yaitu: (1) reduksi data (pengumpulan data). Menurut Sugiyono (2017) mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya; (2) penyajian data (data display). Miles dan Huberman
(Sugiyono, 2017) mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data
dilakukan agar lebih mudah memahami data yang diperoleh; (3) verifikasi/penarikan
kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan
Penelitian tentang Penerapan Prinsp-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik
Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Untuk pembahasan yang
lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut:
Indikator Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan dan
menyediakan informasi publik yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Tanpa transparansi, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai apakah suatu
kebijakan atau tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2009).
Dalam penelitian Penerapan Prinsip good governance dalam layanan publik di
BBKSDA Riau, dapat disimpulkan bahwa indikator Transparansi yang mencakup sub
indikator prosedur yang jelas dan terrorientasi, akses Informasi yang mudah dan
mempermudah, dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan penerapan prinsip good governance di BBKSDA Riau.
1. Prosedur yang jelas dan Terrorientasi: Meskipun prosedur sudah ditetapkan,
kurangnya sosialisasi dan tidak adanya papan informasi di kantor membuat

masyarakat kesulitan memahami alur dan persyaratan layanan.
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2. Akses Informasi yang Mudah dan Mempermudah: Akses informasi prosedur
layanan di BBKSDA Riau masih terbatas, terutama bagi masyarakat awam dan lansia
yang kurang memahami teknologi. Informasi hanya tersedia di website.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi di BBKSDA
Riau masih terbatas, dengan pembaruan informasi layanan yang tidak konsisten dan
belum mendukung pelacakan daring.

Transparansi, menurut UNDP, adalah prinsip utama good governance yang menuntut
keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa
transparansi penting untuk memungkinkan masyarakat memahami proses keputusan dan
mengawasi kinerja pemerintah. Di BBKSDA Riau, prinsip ini belum optimal karena sistem
informasi digital masih lemah.

Indikator Akuntabilitas

Mahsun (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai contoh konkret, penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya
pada aspek akuntabilitas, dapat diamati melalui pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh BBKSDA Riau.

1. Moral dan Etika Profesional: Penerapan moral dan etika di BBKSDA Riau belum
optimal, ditandai dengan keterlambatan pelayanan dan ketidaksesuaian waktu
penyelesaian izin yang melebihi standar.

2. Ketepatan Waktu Pelayanan: Ketepatan waktu layanan di BBKSDA Riau belum
optimal, ditandai dengan inkonsistensi penyelesaian izin, ketidakjelasan prosedur,
serta kurangnya informasi dokumen yang dibutuhkan.

3. Mekanisme Pelaporan dan pengaduan: BBKSDA Riau telah menjalankan
mekanisme pelaporan dan pengaduan dengan baik melalui berbagai saluran,
termasuk media sosial dan kotak saran, serta menunjukkan respons cepat terhadap

laporan masyarakat.
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Penerapan prinsip akuntabilitas di BBKSDA Riau telah menunjukkan kemajuan,
khususnya melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan yang responsif dan terbuka bagi
masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori UNDP (1997) yang menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat dan
stakeholders atas tindakan dan keputusannya. Pandangan ini juga didukung oleh Mahsun
dan LAN RI yang menekankan pentingnya transparansi dan kemampuan lembaga dalam
merespons kritik secara terbuka. BBKSDA Riau telah menyediakan berbagai saluran
pelaporan seperti media sosial dan website, namun pada praktiknya masih ditemukan
kendala dalam pelayanan perizinan yang tidak sesuai standar waktu.

Indikator Daya Tanggap

Menurut Syahrial (2012) menekankan bahwa daya tanggap adalah kemampuan
pemerintah untuk secara aktif dan efektif mengenali memahami, dan merespons
kebutuhan, harapan, serta aspirasi masyarakat. Dalam kerangka good governance,
pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, namun
juga harus mampu menyesuaikan kebijakan dan program kerjanya sesuai dengan
dinamika sosial yang terjadi (Syahrial, 2012).

1. Kesesuaian Layanan dengan Kebutuhan Masyarakat: Pelayanan publik di
BBKSDA Riau telah menunjukkan responsivitas yang baik, ditandai dengan sikap
ramah, empatik, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara dan
observasi, petugas konsisten menunjukkan kepedulian, termasuk kepada warga
lansia.

2. Ketersediaan Sumber Daya dalam Merespon layanan: Pelayanan publik di
BBKSDA Riau menunjukkan ketersediaan sumber daya yang cukup baik dalam
merespons kebutuhan masyarakat, didukung oleh beragam media layanan dan
respons cepat dari petugas. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip
responsivitas dalam good governance, sebagaimana disampaikan UNDP.

3. Respon Cepat dalam Pelayanan: Penerapan prinsip daya tanggap di BBKSDA

Riau cukup baik dalam layanan langsung, dengan petugas yang responsif dan
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ramah. Namun, layanan daring seperti email dan WhatsApp masih lambat
ditanggapi, dan kotak saran kurang dikelola.

BBKSDA Riau telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam layanan
langsung, namun masih lemah dalam layanan tak langsung seperti email dan WhatsApp
yang sering lambat ditanggapi. Kondisi ini membuat masyarakat terpaksa datang
langsung ke kantor untuk kejelasan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip daya
tanggap menurut UNDP, serta pandangan Dwiyanto (2006) dan Tjokroamidjojo (2000),
belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Indikator Efisensi dan Efektivitas
Santoso (2009) menegaskan bahwa efektivitas mencerminkan keberhasilan
kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan, sementara efisiensi menunjukkan
kemampuan pemerintahan dalam memanfaatkan sumber daya (uang, waktu, tenaga)
secara hemat dan tepat guna. Dalam konteks good governance, pemerintahan tidak hanya
dituntut untuk mencapai tujuan (efektif), tetapi juga melakukannya dengan cara yang
hemat biaya dan waktu (efisien).

1. Kualitas layanan publik: Telah diupayakan melalui penyediaan layanan langsung
dan tak langsung, seperti website dan media sosial. Namun, berdasarkan hasil
wawancara dan observasi, layanan tak langsung masih belum optimal, sering
lambat, dan tidak memenuhi standar waktu yang ditentukan.

2. Biaya Oprasional Adminstrasi: Dalam penggunaan biaya operasional
administrasi, terutama dengan pengalihan dokumen ke bentuk digital untuk
mengurangi biaya dan mempercepat proses.

3. Tingkat kepuasan Masyarakat: Penerapan prinsip efisiensi yang cukup baik,
terutama dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan yang
memudahkan masyarakat.

Efisiensi dan efektivitas merupakan unsur penting dalam keberhasilan pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan pandangan
Mardiasmo (2002), LAN, dan teori UNDP, efisiensi menekankan pada penggunaan

sumber daya yang hemat, sementara efektivitas fokus pada pencapaian tujuan yang
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berdampak nyata bagi masyarakat. Di BBKSDA Riau, prinsip efisiensi telah diterapkan
cukup baik melalui pengelolaan sumber daya dan layanan yang disediakan. Namun,
efektivitas layanan, terutama dari sisi ketepatan sasaran dan kualitas hasil, masih perlu
ditingkatkan.

Indikator Partisipasi

Thoha (2008) partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ia menyatakan bahwa partisipasi bukan
sekadar keterlibatan fisik, tetapi mencakup peran aktif warga dalam proses perumusan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi memungkinkan terbentuknya
kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. penyebaran informasi kepada masyarakat: Penyebaran informasi layanan di
BBKSDA Riau telah berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip partisipasi
dalam good governance.

2. Keterlibatan Masyarakat Dalam penerapan good governance: BBKSDA Riau telah
menerapkan prinsip partisipasi dalam good governance dengan baik melalui
keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan, pengawasan
kawasan, dan program pemberdayaan konservasi.

Penerapan prinsip partisipasi dalam good governance di BBKSDA Riau telah berjalan
dengan baik, terbukti dari keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian
lingkungan, pengawasan kawasan konservasi, dan program pemberdayaan berbasis
konservasi. Keterlibatan ini bersifat nyata dan berkelanjutan, mencerminkan kemitraan
antara masyarakat dan BBKSDA, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Selaras
dengan teori UNDP (1997) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam
pengambilan keputusan, BBKSDA Riau menyediakan forum dan media yang
memfasilitasi aspirasi dan masukan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di

BBKSDA Riau telah mengalami kemajuan, terutama dalam aspek partisipasi dan
responsivitas. Masyarakat merasa dilibatkan dalam kegiatan konservasi, dan petugas

memberikan pelayanan yang cukup empatik. Namun, prinsip transparansi dan
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akuntabilitas masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya sosialisasi prosedur dan
ketidakpastian waktu layanan. Layanan melalui media daring juga belum optimal. Sesuai
teori UNDP (1997), good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta
partisipasi aktif. Maka, BBKSDA Riau perlu meningkatkan kualitas informasi,
memperkuat sistem digital, dan mengefisienkan prosedur agar tata kelola pelayanan
publik berjalan lebih optimal dan inklusif.

Indikator Pendukung dan Penghambat

Penerapan prinsip good governance didukung oleh tingginya kesadaran petugas
dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan komunikatif, serta adanya kerja tim
dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan pelayanan
yang responsif dan partisipatif. Namun demikian, hambatan tetap ada, terutama dalam
hal nilai moral dan etika pelayanan yang belum sepenuhnya tertanam pada sebagian
petugas. Sikap kurang proaktif dan minimnya komunikasi terbuka menghambat
optimalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka, penguatan integritas dan etika
kerja menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan
secara menyeluruh.

Penerapan prinsip good governance di BBKSDA Riau menunjukkan adanya
kemajuan yang signifikan, khususnya dalam aspek responsivitas dan partisipasi. Hal ini
tercermin dari layanan langsung yang ramah dan cepat, pemanfaatan media sosial serta
platform digital sebagai saluran komunikasi, dan kesadaran petugas dalam memberikan
pelayanan yang profesional. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan
pengawasan juga menjadi bentuk partisipasi aktif yang mendukung kualitas layanan
publik.

Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan
berupa kendala teknis seperti gangguan jaringan dan belum stabilnya layanan daring,
serta lemahnya penerapan nilai etika oleh sebagian petugas yang berdampak pada prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, prosedur layanan yang belum sepenuhnya

tersosialisasi dan ketidakpastian dalam proses perizinan menunjukkan perlunya
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penguatan baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia agar prinsip good
governance dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan prinsip-
prinsip good governance dalam pelayanan publik di BBKSDA Riau dianalisis melalui 5
indikator dan 14 sub indikator, mengacu pada pandangan Nurhidayat (2023) dengan
indikator UNDP (1997) sebagai dasar penilaian. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Transparansi: Penerapan prinsip transparansi belum optimal. Masyarakat kesulitan
mengakses informasi layanan, alur prosedur tidak jelas, dan proses administrasi
kurang terbuka

Akuntabilitas: Akuntabilitas masih lemah, ditandai dengan ketidaksesuaian waktu
pelayanan, kedisiplinan petugas yang rendah, dan belum adanya standar pelayanan
yang konsisten.

Daya Tanggap: Sudah ada kemajuan dengan hadirnya media layanan, namun respons
terhadap laporan masyarakat belum merata dan masih ditemukan keterlambatan
tindak lanjut, terutama pada layanan daring.

Efisiensi dan Efektivitas: Proses layanan cukup baik dan efisien, tetapi efektivitas
masih bisa ditingkatkan terutama dalam hal pengelolaan SDM dan operasional
teknis

Partisipasi: Partisipasi menjadi indikator paling kuat. Masyarakat terlibat aktif baik
dalam pelayanan di kantor maupun kegiatan konservasi di lapangan.

Faktor Pendukung dan penghambat: Faktor pendukung penerapan good governance
di BBKSDA Riau adalah komitmen petugas, partisipasi masyarakat, dan
pemanfaatan media sosial. Sementara itu, hambatannya meliputi kurangnya
transparansi, lemahnya akuntabilitas, respons layanan daring yang belum konsisten,
serta keterbatasan teknologi dan etika pelayanan.

Pemerintah daerah memberikan bantuan finansial dan teknis untuk mendukung
petani dalam pelaksanaan peremajaan sawit. Ini mencakup subsidi dan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan petani. Petani menghadapi berbagai tantangan, termasuk
kurangnya pengetahuan tentang teknis peremajaan, keterbatasan akses ke sumber daya,
dan perbedaan pandangan di antara anggota kelompok tani. Pelatihan yang diberikan oleh
pemerintah dan lembaga terkait sangat membantu meningkatkan pemahaman petani

tentang praktik terbaik dalam peremajaan sawit tetapi petani terkadang kurang paham
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terkait peremajaan ini karena minimnya pendidikan. Sosialisasi sudah diberikan tapi
masyarakat itu sendiri yang tidak ingin melakukan peremajaan karena kurang nya
pemahaman yang dimiliki dan keterbatasan biaya.

Diperlukan peningkatan program pelatihan untuk petani agar mereka lebih
memahami teknik peremajaan yang efektif. Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara
pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung
keberhasilan program peremajaan sawit. Mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif
dan mendukung petani kecil agar dapat berpartisipasi dalam program peremajaan dengan

lebih baik.
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